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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Pengelolaan Pendidikan 
Pendidikan menjadi sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia, yang telah 
diletakkan sebagai sebuah pilar penting bagi pembangunan bangsa oleh para 
pendiri bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai  
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1, Ayat 1). 
 
Oleh karena itu pengelolaan/manajemen pendidikan menjadi sangat penting 
untuk diperhatikan baik oleh pemerintah maupun oleh pengelola satuan 
pendidikan. Husaini Usman (2014 : 88) mendefinisikan  
manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya 
pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara lebih singkat 
manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai seni dalam 
mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara 
efektif dan efisien. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, manajemen 
pendidikan dapat pula diartikan sebagai proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya 





Sedangkan menurut Nanang Fattah (2001: 1), “manajemen diartikan 
sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan 
mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan 
organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien”.  
Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen mempunyai fungsi, 
yaitu: merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), 
mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi 
(controlling), dan mengevaluasi (evaluation). Manajemen pendidikan 
mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, 
dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Pemerintah telah menyusun rumusan tujuan pendidikan yang wajib 
menjadi acuan bagi seluruh komponen pendidikan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, tertuang pada pada 
Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa  
Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 
berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis  serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 
martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan 
nasional. 
 
Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, perlu 
dikembangkan model kurikulum yang dapat menjamin berkembangnya 
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potensi semua peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pada hakikatnya 
mewujudkan program pengajaran agar berfungsi mempengaruhi anak didik 
menuju tercapaian tujuan pendidikan. Salah satu wujud nyata dari 
pelaksanaan kurikulum adalah proses belajar mengajar dengan metode 
pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu mengekplorasi seluruh 
bakat dan kemampuan peserta didik. 
 
2. Kurikulum dan Pembelajaran 
a. Kurikulum 
Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins menyebutkan “Curriculum 
can be defined as a plan for action or a written document that includes 
strategies for achieving desired goals or ends” (Ornstein & Hunkin, 2004: 
92). Kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan atau dokumen 
tertulis yang mencakup strategi untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. 
Serupa dengan definisi tersebut diatas, menurut Nur Aedi dan Nurrohmatul 
Amaliyah “Kurikulum adalah langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 
suatu pekerjaan agar tercapai suatu tujuan tertentu” (Aedi & Amaliyah, 
2016:79). Dari dua definisi tersebut, kurikulum diartikan sebagai perencanaan 
tertulis yang dipergunakan untuk mempermudah pencapaian tujuan yang 
diharapkan dengan menggambarkan langkah-langkah yang dapat ditempuh 
dan mewujudkannya dalam pekerjaan yang dilakukan. 
Kurikulum juga merupakan tujuan yang diinginkan atau serangkaian 
nilai yang dapat diaktifkan melalui proses pengembangan yang berujung pada 
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pengalaman bagi peserta didik. “Curriculum is a desired goal or set of values 
that can be activated through a development process, culminating in 
experiences for learners” (Wiles & Bondi, 2015: 5). 
Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003 disebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional.  
Kurikulum dapat berarti dua hal: (i) kumpulan dari program-program 
yang dipilih siswa dengan materi-materi pembelajaran, dan (ii) program 
pembelajaran khusus. Lebih lanjut, kurikulum secara kolektif memberi 
gambaran tentang pengajaran, pembelajaran, dan bahan penilaian yang 
tersedia untuk program studi tertentu: 
Curriculum means two things: (i) the range of courses from which 
students choose what subject matters to study, and (ii) a specific learning 
program. In the latter case, the curriculum collectively describes the 
teaching, learning, and assessment materials available for a given course 
of study (Unesco International Bereau of Education, 2009: 3). 
 
Menurut Nasution (2008: 2) kurikulum adalah suatu program 
pendidikan yang disediakan untuk membuat siswa belajar. Dengan program 
tersebut siswa melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan 
perkembangan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
pembelajaran. Dalam hal ini berarti sekolah menyediakan lingkungan 
kondusif bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Kurikulum tidak 
terbatas pada sejumlah pelajaran saja. Kurikulum juga meliputi segala hal 
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yang dapat berpengaruh pada perkembangan siswa didiknya seperti: 
lingkungan sekolah, fisik bangunan, media pelajaran, perlengkapan kelas, 
perpustakaan, halaman sekolah, dan lain sebagainya yang nantinya 
memungkinkan pembelajaran secara efektif. Segala kesempatan dan kegiatan 
pembelajaran yang hendak dan harus dilakukan oleh siswa didik 
direncanakan dalam kurikulum. 
Pada dasarnya, kurikulum memiliki tiga dimensi pengertian, yaitu 
kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, 
dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran (Sanjaya & 
Andayani, 2011: 4). Dimensi pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran, 
merupakan cara pandang konvensional yang terbatas pada pelajaran yang 
diberikan ke siswa saja. Kemudian pengertian kurikulum tersebut 
berkembang dengan pemikiran bahwa belajar semestinya tidak hanya 
mengumpulkan sejumlah pegetahuan tetapi merupakan proses perbaikan 
tingkah laku yang berdasarkan pada pengalaman belajar. Pada akhirnya, 
perencanaan program pembelajaran diperlukan untuk mengontrol 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
Menurut Oemar Hamalik (2013: 11-12), kurikulum memiliki tiga 
peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa yaitu peranan konservatif, 
peranan kritis atau evaluatif dan peranan kreatif. Penjabaran peranan-peranan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Peranan konservatif berkaitan dengan peran dan tanggung jawab 
kurikulum untuk mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada 
generasi selanjutnya. Sekolah yang merupakan lembaga sosial dapat 
membina serta memengaruhi perilaku siswa agar sesuai dengan norma-
norma sosial masyarakat yang berlaku dan sejalan dengan peranan 
pendidikan sebagai sebuah proses sosial. Dalam peran konservatif ini 
kurikulum dimaksudkan untuk melestarikan berbagai nilai budaya dan 
warisan masa lampau. 
2) Peran kritis atau evaluatif berkaitan dengan partisipasi aktif dalam kontrol 
sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Sama seperti 
kebudayaan yang senantiasa berubah, kurikulum juga memodifikasi dan 
memperbaiki nilai-nilai sosial yang tidak lagi sesuai dengan keadaan 
dimasa mendatang. 
3) Peranan kreatif berkaitan dengan kegiatan kreatif dan kostruktif. 
Kurikulum berperan untuk menciptakan dan menyusun suatu hal yang 
baru sesuai kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dan masa mendatang. 
Dengan gambaran peran kurikulum tersebut diatas maka kurikulum 







Disamping memiliki peranan, kurikulum juga memiliki sejumlah fungsi 
yaitu: 
1) Fungsi penyesuaian (the adjustive of adaptive function) 
Kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan yang membuat individu 
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
2) Fungsi integrasi (the integrating function) 
Kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi 
dengan masyarakat. 
3) Fungsi diferensiasi (the differentiating function) 
Kurikulum memberikan pelayanan terhadap perbedaan diantara setiap 
orang dalam masyarakat. 
4) Fungsi persiapan (the propaedautic function) 
Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan 
studi lebih lanjut misalnya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau 
persiapan belajar dalam masyarakat. 
5) Fungsi pemilihan (the selective function) 
Kurikulum memberikan kesempatan untuk memilih apa yang diinginkan 
dan menarik minat siswa. 
6) Fungsi diagnostic (the diagnostic function) 
Kurikulum membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan 
menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang 
dimilikinya. Fungsi diagnostic kurikulum akan membimbing siswa untuk 
dapat berkembang secara optimal (Hamalik, 2013: 13-14). 
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Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan banyak hal sehingga 
kurikulum memiliki asas-asas yang mendasarinya. Menurut Nasution (2008: 
11-14) asas-asas yang mendasari penyusunan kurikulum adalah sebagai 
berikut: 
1) Asas filosofis 
Asas filosofis dimaksudkan bahwa sekolah mendidik anak agar menjadi 
manusia yang baik. Penilaian baik, pada hakikatnya, tidak hanya 
ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filosofi yang dianut oleh negara, 
tetapi juga ditentukan oleh orang tua, guru, masyarakat, bahkan dunia. 
2) Asas psikologis 
Asas psikologis dimaksudkan kepada psikologis anak dan psikologis 
belajar. Merunut pada psikologis anak, sekolah dibangun untuk 
kepentingan anak dengan menciptakan lingkungan dimana anak dapat 
mengembangkan bakatnya. Sedangkan pada psikologis belajar, pendidikan 
di sekolah diberikan kepercayaan untuk mendidik anak-anak dan 
mempengaruhi tingkah lakunya. Anak-anak belajar menguasai ilmu 
pengetahuan, memperbaiki sikap, menjalankan norma-norma, dan dapat 
menguasai sejumlah keterampilan. Atas dasar itu maka kurikulum harus 
direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang seefektif mungkin. 
3) Asas sosiologis 
Asas sosiologis dimaksudkan bahwa anak hidup dalam suatu masyarakat. 
Dalam sebuah masyarakat, norma dan adat kebiasaan dapat berbeda-beda 
sehingga tiap anak juga akan memiliki kepribadian yang berbeda pula.  
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4) Asas organisatoris 
Asas organisatoris berkenaan dengan bagaimana bahan pelajaran akan 
diajarkan, apakah penyajiannya dalam bentuk terpisah atau tidak, atau 
apakah ada keterkaitan satu sama lain dari setiap mata pelajaran. Dalam 
asas organisatoris, kurikulum tidak ada yang dikategorikan sebagai 
kurikulum yang baik atau kurikulum yang tidak baik. Berbagai macam 
kurikulum yang ada bisa saling mendukung dan saling melengkapi satu 
sama lain. 
Dalam Encyclopedia of Curriculum Studies disebutkan bahwa 
“Curriculum implementation is as many layered concept that originates in a 
seemingly straightforward problem of how to effect educational change by 
succesfully installing new curriculum”. Implementasi kurikulum adalah 
konsep berlapis yang berasal dari masalah mengenai bagaimana melakukan 
perubahan pendidikan dengan memasang kurikulum baru. Konsep-konsep 
perubahan untuk pengembangan kurikulum baru secara langsung dipasang 
atau diinstal ke kurikulum lama untuk mendapatkan hasil yang menjadi 
tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. 
Oemar Hamalik medefinisikan bahwa implementasi kurikum adalah 
penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan 
dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan 
pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi 
lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, 
emosional, serta fisiknya (Hamalik, 2013: 238). 
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Implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik ketika konsep-
konsep manajemen diberdayakan dengan tepat. Lebih lanjut, Oemar Hamalik 
mengemukakan bahwa dalam implementasi kurikulum dibutuhkan adanya 
konsep, prinsip, prosedur, dan pendekatan dalam manajemen karena menuntut 
pelaksanaan pengorganisasian, koordinasi motivasi, pengawasan, sistem 
penunjang, sistem komunikasi, dan monitoring. Implementasi kurikulum akan 
berlangsung secara efektif ketika pemberdayaan konsep-konsep manajemen 
dilaksanakan secara tepat guna (Hamalik, 2012: 18). Hal ini memperlihatkan 
bahwa manajemen sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi 
kurikulum pada sebuah sekolah.  
Implementasi kurikulum tidak dapat terwujud dari kerja satu atau dua 
orang saja, melainkan dari banyak pihak yang berkolaborasi bersama. Dinn 
Wahyudin, mengemukakan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi 
kurikulum adalah sebagai berikut: 
1) Pakar ilmu pendidikan (konsultan) 
2) Ahli kurikulum (pembuat konsep, model, dan pengelolaan) 
3) Supervisor (pembimbing) 
4) Sekolah (pertanggungjawaban dengan pihak lain) 
5) Kepala sekolah (menjamin dokumentasi) 
6) Guru 
7) Siswa 
8) Orang tua siswa dan masyarakat (Wahyudin, 2014: 101-102). 
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Dalam implementasi kurikulum diperlukan pemikiran para ahli, baik 
ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi/disiplin ilmu. 
Supervisor atau pembimbing bertindak sebagai pengawas dan memberikan 
bimbingan profesioanal, baik dalam aspek akademik maupun manajerial 
kepada guru-guru. Sekolah sebagai lembaga formal bertanggung jawab akan 
jalannya pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah 
dalam implementasi kurikulum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan 
dan mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Guru berperan sebagai 
perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum di kelas. Siswa didik 
berperan sebagai objek kurikulum dan orang tua siswa dan masyarakat 
bekerjasama dengan sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar yang 
dituntut kurikulum yang dikerjakan di rumah atau masyarakat.  
Pihak-pihak tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain dan tidak 
dapat berdiri sendiri. Tiap-tiap pihak mempunyai fungsi yang berbeda dimana 
semua bagian sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 
lain. Kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak akan 
memastikan implementasi kurikulum yang dilaksanakan sebuah sekolah dapat 
terlaksana dengan baik. 
Persoalan utama dalam implementasi kurikulum adalah karakteristik 
kurikulum dan kemampuan guru (Hasan, 2008). Karakteristik dapat dilihat 
dari pendekatannya (teacher centered atau student centered), iklim belajar 
(individual atau sosial), atau tanggungjawabnya (dominasi guru ke arah 
partisipasi dan aktivitas siswa). Sedangkan kemampuan guru dilihat dari 
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kompetensi yang dikuasai, strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter 
siswa dan teknik evaluasi yang digunakan untuk menggambarkan 
kemampuan siswanya. Sebagai tonggak utama dalam mengimpelmentasikan 
kurikulum, peranan guru sangat penting dalam kaitannya terhadap 
keberhasilan peserta didik sehingga perlu adanya perubahan dalam mengajar. 
Cornelius White, Jeffrey & Harbough berpendapat, “Traditional teaching 
exercises, a mode of authority that can be affective for controlling classroom 
behaviour, but ineffective for student development” (Cornelius-White, Jeffrey 
& Harbough, 2010: 71). Guru dengan model otoritas dapat secara efektif 
mengendalikan perilaku di kelas, tetapi tidak efektif untuk pengembangan 
siswa. 
Dalam implementasi kurikulum, perlu diketahui secara mendalam 
mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem 
pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik dan 
sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. 
Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di 
sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian 
tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus 
menyempurnakan strategi pembelajarannya dengan menyeleksi pengalaman 
belajar yang akan diberikan. Menurut Ralph W. Tyler, seleksi pengalaman 
belajar mencakup empat hal yaitu: (1) pengalaman belajar untuk 
mengembangkan keterampilan dalam berpikir, (2) pengalaman belajar 
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membantu dalam memperoleh informasi, (3) pengalaman belajar membantu 
dalam mengembangkan sikap sosial, dan (4) pengalaman belajar membantu 
dalam mengembangkan minat. Selection of learning experiences: (1)Learning 
experience to develop skill in thinking, (2)Learning experience helpful in 
acquiring information, (3)Learning experience helpful in developing social 
attitudes, and (4)Learning experience helpful in developing interest (Tyler, 
1949: 68-82). 
Ketika berbicara mengenai manajemen kurikulum perlu ada organasasi 
kurikulum yang mendukung jalannya pengembangan kurikulum. Menurut 
Nasution, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan 
pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum 
sangat erat hubungannya dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai 
karena pola-pola yang berbeda akan berdampak pada isi dan cara 
penyampaian pelajaran yang berbeda pula. 
Di organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, 
yakni: ruang lingkup (scope), urutan (sequence) dan penempatan bahan 
(grade placement).  
1. Ruang lingkup bahan adalah keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman 
yang akan diberikan dari suatu bidang studi atau dari sesuatu pokok 
bahasan tertentu. Misalnya ruang lingkup bahan pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar, meliputi: lingkungan alam 
sekitar, asal-usul bahasa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia 
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memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, prinsip-prinsip ekonomi, 
kehidupan di kota dan di desa dan seterusnya. 
2. Urutan bahan adalah penyusunan bahan pelajaran menurut aturan tertentu 
secara berurutan. Urutan bahan ini disusun sedemikian rupa agar 
menunjukkan sistematika dan memudahkan penyampaian maupun 
penangkapan oleh para siswa. 
3. Penempatan bahan pelajaran adalah penempatan sesuatu atau beberapa 
bahan pelajaran untuk kelas tertentu (Hamalik, 1990: 103). 
Dalam organisasi kurikulum perlu ditentukan adanya parameter supaya 
pelaksanaannya dapat berjalan dan berkembang dengan lancar. Parameter 
yang utama, menurut David Pratt (1980: 109), adalah 
1. Institutional Context (Konteks Kelembagaan) 
Organisasi kurikulum perlu memperhatikan konteks kelembagaan, 
komunitas, dan sosial dimana kurikulum tersebut diimplementasikan.  
2. The Learners (Pelajar) 
Menentukan untuk siapa kurikulum di desain. Berapa jumlah maksimal 
dan minimal murid serta dalam berapa group kurikulum tersebut 
dilaksanakan. 
3. Time (Waktu) 
Lamanya pelaksanaan kurikulum dan mengantisipasi lamanya jam 
pelajaran serta total waktu yang diperlukan. 
4. Cost (Biaya) 




Stephen P. Robin menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah setiap 
perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil pengalaman” 
(2009: 69). Menurut Nur Aedi & Nurrohmatul Amaliyah, “pembelajaran 
menyiratkan adanya transformasi ilmu yang ingin disampaikan pengajar agar 
peserta didik mengalami perubahan positif secara menyeluruh, baik 
perubahan dari segi kognitif, segi afektif maupun segi psikomotorik” (2016: 
105). 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses 
pembelajaran berasal dari pengalaman. Proses tersebut dapat diterima baik itu 
dengan sadar ataupun tidak sadar sebagai respon dari pengalaman yang 
dilalui oleh peserta didik. Hasil proses pembelajaran yang diperoleh peserta 
didik adalah perubahan dalam perilaku untuk menjadi manusia yang lebih 
baik. 
Pada proses pembelajaran terdapat prinsip-prinsip umum yang harus 
diperhatikan. Asrori Ardiansyah (2011) menjabarkan prinsip-prinsip umum 
pembelajaran dari para ahli pembelajaran sebagai berikut: 
1) Perhatian dan Motivasi 
Perhatian dan motivasi merupakan faktor keberhasilan proses 
pembelajaran. Dengan memiliki perhatian yang tinggi, siswa akan merasa 
tertarik dan akan mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-
sungguh. Perhatian ini diperoleh dari motivasi siswa, baik itu motivasi 
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internal dan motivasi eksternal. Perhatian dan motivasi yang dimiliki siswa 
akan memberikan efek positif dalam mengikuti pembelajaran. 
2) Keaktifan 
Thorndike berpendapat bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. 
Respon akan bertambah erat jika sering dipakai dan akan berkurang atau 
lenyap apabila tidak pernah digunakan. Dalam proses belajar, siswa harus 
menampakkan keaktifan naik itu kegiatan fisik ataupun psikis. Kegiatan 
fisik dapat berupa membaca, menulis, dan berlatih keterampilan, 
sedangkan kegiatan psikis berupa penggunaan pengetahuan yang dimiliki 
untuk memecahkan masalah, membandingkan konsep, atau menyimpulkan 
hasil percobaan. 
3) Keterlibatan langsung 
Menurut Edgar Dale, belajar yang paling baik adalah belajar melalui 
pengalaman langsung. Hal ini juga diungkapkan Jean Jacques Rousseau 
bahwa anak memiliki potensi-potensi yang terpendam, melalui belajar 
anak harus diberi kesempatan mengembangkan potensi-potensi tersebut. 
Pentingnya keterlibatan langsung juga dikemukakan oleh John Dewey 
dengan learning by doing. Belajar sebaiknya dialami secara langsung dan 
harus dilakukan secara aktif oleh siswa. Modus pengalaman belajar 
adalah: kita belajar 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 
30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari 





Thorndike dalam teori koneksionisme, mengemukakan bahwa belajar ialah 
pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan 
terhadap pengalaman-pengalaman akan memperbesar peluang timbulnya 
respon benar. 
5) Tantangan 
Kurt Lewin mengemukakan teori medan (field theory) dimana belajar 
adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. 
Apabila hambatan sudah teratasi maka siswa akan berada dalam medan 
baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. 
6) Balikan dan Penguatan 
Teori belajar dari B. F. Skinner (operant conditioning) menyebutkan 
bahwa prinsip belajar berkaitan dengan balikan dan penguatan. Jika 
sebuah perbuatan mempunyai efek baik maka perbuatan tersebut akan 
cenderung diualangi dan sebaliknya jika efek yang ditimbulkan buruk 
maka akan cenderung ditinggalkan dan tidak dilakukan kembali. 
7) Perbedaan Individual 
Perbedaan pada setiap individu seperti pola pikir, cara pandang, tingkat 
kepandaian, minat dan bakat merupakan hal yang unik untuk ditangani 
oleh guru. Guru harus mampu memberikan layanan pembelajaran sesuai 
dengan perbedaan tersebut. Meskipun sulit dalam implementasinya, perlu 
ditekankan bahwa hasil pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 
sesuai dengan potensi peserta didik itu sendiri. 
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Dari prinsip-prinsip umum tersebut, pembelajaran memegang peranan 
yang besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Rustaman dalam 
Nur Aedi & Nurrohmatul Amaliyah menyebutkan bahwa “proses 
pembelajaran merupakan salah satu tahapan penting dalam pembelajaran” 
(2016: 109). Oleh karena itu, pembelajaran perlu ditempuh melalui prosedur 
yang sistematis dan sistemik. Dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan 
interaksi antara guru dengan siswa dan terjadi feedback atau hubungan timbal 
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif supaya tujuan belajar dapat 
tercapai. 
 
c. Hubungan antara Kurikulum dengan Pembelajaran 
Oliva dalam Suparlan (2011: 52) menyatakan bahwa “Curriculum itself 
is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set 
of ideas”. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa kurikulum 
adalah verbalisasi dari sebuah ide atau gagasan yang sangat kompleks yang 
ingin dicapai oleh pendidikan ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah gagasan memerlukan penerapan 








Kurikulum sebagai dokumen dan sebagai konsep tidak mempunyai 
makna apa-apa jika tidak dilakukan oleh pendidik dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Bahkan, dalam 
proses pelaksanaan atau penerapan kurikulum itu terdapat aspek yang 
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan, yakni segala 
sesuatu yang terkait dengan guru, yang kita kenal sebagai kurikulum 
tersembunyi. Dalam kenyataan di lapangan apa yang dilakukan guru di 
dalam dan di luar sekolah akan menjadi pengalaman belajar yang sangat 
memengaruhi peserta didik. Oleh karena itulah, pengalaman belajar yang 
diperoleh siswa di sekolah dalam proses pelaksanaan kurikulum ideal 
disebut kurikulum yang sebenarnya (real curriculum) atau kurikulum 
faktual (factual curriculum). Singkat kata, jika kurikulum merupakan 
kurikulum ideal, maka proses pengajaran adalah kurikulum faktual yang 
dilakukan oleh guru di dalam kelas (Suparlan, 2011: 52). 
 
Dokumen kurikulum (ideal curriculum) dan proses pengajaran dan 
pembelajaran (factual curriculum) diperlukan untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan. Keduanya memiliki orientasi yang sama 
yaitu tujuan pendidikan karena di dalam kurikulum ideal terdapat komponen 
tujuan yang ingin dicapai, sedangkan dalam pengajaran dan pembelajaran 
terdapat tujuan instruksional dalam level di dalam kelas. 
 
3. Metode Montessori 
Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak, 
berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang 
wanita pertama di Italy yang bergelar doktor. Ciri-ciri utama dari metode ini 
adalah tidak adanya tingkatan kelas, pengajaran individu, tugas yang 
sistematis dan berurutan, penghapusan hukuman, kebebasan aktivitas dan 
pilihan. Metode Montessori pertama kali digunakan pada tahun 1899 untuk 
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instruksi anak-anak dengan keterbelakangan mental dan Montessori 
menemukan bahwa pendekatannya sama efektifnya dengan anak-anak normal.  
Maria Montessori, who was Italy’s first woman physician, originated the 
educational system known as the Montessori method. The major features 
of her method were a non graded classroom, individualization of 
instruction, sequential ordering of learning tasks, sensory and motor 
training, use of concrete materials, abolition of punishment, discovery 
learning, and freedom of activity and choice. First used in 1899 for the 
instruction of mentally retarded children, Montessori soon found that her 
approach was equally effective with nonhandicapped children (Reynold 
& Fletcher-Janzen, 2002: 362). 
Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan 
belajar anak dengan tingkat perkembangannya, dan peran aktivitas fisik dalam 
menyerap konsep akademis dan keterampilan praktik. Ciri lainnya adalah 
adanya penggunaan peralatan otodidak (koreksi diri) untuk memperkenalkan 
berbagai konsep. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa Montessori 
mementingkan pelajaran panca indra, hingga ujung-ujung jaripun dihidupkan 
rasanya melalui alat bantu ajar dan anak diberikan kemerdekaan yang luas. 
(Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013: 242). 
Metode Montessori dicetuskan oleh Maria Montessori pada tahun 1907 
melalui Casa dei Bambini atau Children House yang berkeyakinan bahwa 
pendidikan dimulai sejak lahir, pikiran anak sebagai absorbent mind atau 
pikiran dapat mudah menyerap karena kemampuannya yang besar dalam 
belajar dan berasimilasi secara terus menerus dari dunianya. Pada dasarnya, 
sistem ini hampir serupa dengan sistem regular, karena masih melibatkan 
peran murid dan guru. Sekolah yang menggunakan metode atau kurikulum 
Montessori menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tujuan yang 
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dicetuskan oleh Maria Montessori yaitu kemandirian, kebebasan, dan 
tanggungjawab. Para guru yang menggunakan metode Montessori 
memberikan arahan kepada para siswa, karena ciri dari metode Montessori 
adalah penekanan pada aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan 
klinis dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. 
Pendidikan Montessori menggunakan filosofi untuk membantu setiap anak 
menjadi individu yang lebih disiplin, menguasai dirinya dan dapat mengatur 
perilakunya sendiri mengikuti beberapa aturan hidup (Gutek, 2015: 21-26). 
Dasar dalam pendidikan dengan metode Montessori menekankan pada 
tiga hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Metode dan 
media pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian, yaitu motorik, sensorik, dan 
bahasa. Penekanan utama ditujukan pada perkembangan alat-alat indera. 
Metode dan media yang digunakan sebagai materi belajar sekolah Montessori 
memungkinkan anak untuk bergerak, menyentuh, memanipulasi, dan 
bereksplorasi secara bebas dalam rencana pembelajaran yang disediakan 
guru, hal ini akan memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada campur 
tangan dari orang dewasa. Kebebasan siswa merupakan prinsip utama dalam 
penggunaan metode Montessori, karena anak bertanggung jawab dengan 
pilihannya dalam lingkungan pembelajaran yang telah di siapkan (Gettman, 
2016: 4-15). 
Pemikiran Montessori yang menyebutkan bahwa anak harus dihormati 
dan diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal sendiri tanpa bantuan orang 
lain menyebabkan sekolah yang menggunakan metode Montessori lebih 
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mengedepankan peran siswa didik dalam kegiatan belajar. Siswa didik 
dikondisikan untuk aktif dalam proses pembelajaran. 
Guru Montessori memberikan dukungan penuh pada kemandirian anak 
melalui observasi dan intervensi dengan membiarkan anak sendiri saat dia 
tertarik dan konsentrasi dengan tugasnya dan guru akan membantu mereka 
dalam menentukan pilihan yang baik saat mereka mulai tidak tertarik lagi 
akan pekerjaannya. Guru juga memberikan arahan ketika anak mulai tertarik 
dengan alat bantu ajar dan guru juga memberikan pengajaran melalui sebuah 
alat bantu menarik sehingga anak terus terpacu untuk lebih unggul lagi. 
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemandirian dapat 
berkembang dengan pendidikan yang didapat oleh seorang anak. 
Perkembangan metode Montessori  dalam dunia pendidikan di Indonesia  
mengajarkan agar anak dapat menumbuhkan sikap mandiri dan menjadi 
pemimpin bagi dirinya sendiri dalam bertindak dan memberikan kesempatan 
pada anak untuk lebih bereksplorasi terhadap lingkungannya.  
Dalam sekolah Montessori terdapat nilai-nilai utama yang menjadi 
panduan dalam latihan keseharian antara lain anak-anak dimotivasi untuk 
melakukan kegiatan dengan kebebasan, anak-anak mempunyai disiplin diri 
ketika diberi kekuasaan dalam memilih aktivitasnya, setiap kelas dalam 
komunitas umur yang berbeda, kelas dan lingkungan sekolah dipersiapkan 
dengan material dan kurikulum, guru terdidik dengan sertifikat Montessori, 
orang tua memahami dan memberi support atas tujuan sekolah sebagai partner 
(Seldin, 2003: 30). Montessori sangat mengedepankan kemandirian. “Tidak 
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mungkin seseorang menjadi bebas kecuali telah mandiri (independen)” 
(Gutex, 2013: 181). Hal tersebut diperkuat dengan pandangan mengenai 
tujuan kurikulum Montessori: 
The whole aim of the Montessori system can be summed up as the 
“valorization or personality” at each stage. This involve amongst other 
things, that the child should acquire as much independence as is possible 
for him to acquire at each stage of development (Standing, 1998: 177). 
Tujuan Montessori dapat dirangkum sebagai kepribadian yang 
melibatkan kemandirian dan kebebasan yang memungkinkan dalam setiap 
tahap perkembangan. 
Montessori melihat anak dengan kepribadian yang unik sehingga 
pendekatan yang dilakukan berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. 
Setiap anak akan dilihat berdasarkan tipe belajar, kemampuan, dan 
kepribadian masing-masing.  
Children enter Montessori classroom in as many ways as each one is 
particularly unique. So we work to learn from each child and about 
children. We work to understand their strengths, unique capabilities, 
learning styles, and personalities ( Epstein, 2012: 12). 
Guru di kelas Montessori berperan sebagai observer dan anak-anak 
tidak diberikan fasilitas serta arahan untuk menemukan jawaban sendiri 
bukan mendikte mereka. Anak-anak tidak menghafal melainkan 
mempelajarinya tanpa sadar “..we are now advised not to labour at 
memorizing some important piece of work, but rather to study it lightly and 
then set it aside for some days without quite forgetting it, so allowing the 
engrams time to organize themselves in concentration” (Montessori, 
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2010:15). Anak-anak belajar dari aktivitasnya masing-masing dan sesuai 
dengan kebutuhannya: 
It is clear already that Montessori’s idea is not the same as that of a 
whole class being led (or dragged) along in the wake of an arbitrarily 
chosen “project”. This becomes clearer still when we are reminded 
that:1)The child must learn by his own activity; 2)He must be granted a 
mental freedom to take what he needs; and- 3)He must not be questioned 
in his choice – since the “teacher should answer the mental needs of the 
child not dictate them (Standing, 1998: 364). 
Di dalam kelas Montessori ada beberapa peraturan dasar tentang 
perilaku dan kerapian, tetapi selebihnya anak-anak bebas untuk memilih 
aktivitas yang mereka inginkan dan berkreasi selama mereka mau. Mereka 
bebas berjalan-jalan dan berkreasi sendiri atau dengan teman-teman. 
Kebanyakan anak-anak memilih aktivitas yang menarik minat, meskipun 
guru membantu memilihkan aktivitas-aktivitas yang menghadirkan berbagai 
tantangan dan eksplorasi baru (Seldin, 2011: 18). Lebih spesifik lagi peran 
pendidikan di Montessori adalah untuk membuat anak-anak tertarik untuk 
belajar dan memberikan semua potensinya: 
The role of education is to interest the child profoundly in an external 
activity to which he will give all his potential. We are concern here with 
bringing him liberty and independence while interesting him in an 
activity through which he will subsequently discover reality (Montessori, 
2014: 11). 
David Kahn, Executive Director, North American Montessori Teachers’ 
Association (NAMTA) menyebutkan 10 langkah untuk 




Ten steps to Montessori implementation in public school: 
1) Do a total Montessori program 
2) Provide Montessori-trained teachers and quality teacher assistants 
3) Progress slowly and phase in each progressive level 
4) Use multi-age grouping, which are an essential part of Montessori 
education 
5) Purchase the full complement of Montessori materials for each 
classroom from authorized manufacturers 
6) Hire a Montessori coordinator with curriculum knowledge and 
authority 
7) Build a consensus among staff regarding curriculum goals in relation 
to pupil progress 
8) Use Montessori-specific progress reporting mechanisms 
9) Involve parents and the community 
10) Align assessment techniques with Montessori curriculum (NAMTA, 
2016). 
Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kurikulum Montessori dapat 
diimplementasikan ke sekolah umum dengan mengadopsi seluruh program 
Montessori termasuk guru yang berpengalaman, mengikuti fase-fase sesuai 
Montessori, menggunakan kelas dengan usia yang berbeda dalam suatu 
kelompok belajar, membeli materi Montessori, menyewa jasa koordinator 
Montessori yang berpengalaman dalam kurikulum, membangun konsensus 
antar staf mengenai tujuan kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan siswa, 
dan menggunakan teknik penilaian dengan kurikulum Montessori. 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitian yang relevan sebelumnya, yang sesuai dengan penelitian 
ini, antara lain: 
1. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di SMA 
Negeri 1 Imogiri Bantul tahun 2008/2009 oleh Joko Kustanto, Pasca 
Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2010. 
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Hasil penelitian implementasi KTSP di SMA Negeri 1 Imogiri 
Bantul berjalan dengan baik karena adanya perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian KTSP. Dalam 
perencanaan, masukan dari guru, kondisi sekolah, dan masukan dari pihak-
pihak terkait menjadi bagian terpenting dalam implementasi KTSP. 
Masukan-masukan tersebut akan disesuaikan dengan visi sekolah dan 
kebutuhan siswa sehingga dapat sinkron dengan situasi aktual ketika 
KTSP dilaksanakan. Pengorganisasian KTSP, dalam hal ini yang berkaitan 
dengan pembentukan tim pengembangan kurikulum, penyesuaian 
pembagian tugas dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan guru 
di SMA Negeri 1 Imogiri masih dianggap kurang karena pemberdayaan 
guru masih belum menyeluruh dan maksimal. Pelaksanaan KTSP yang 
berjalan sudah baik dengan adanya kesiapan guru dalam menyusun dan 
melaksanakan RPP. Metode dan media pembelajaran yang digunakan 
cukup bervariasi sehingga interaksi antara guru dan siswa selama kegiatan 
belajar mengajar berlangsung dengan baik dan lancar. Pengendalian 
kurikulum di SMA Negeri 1 Imogiri melibatkan stakeholder dan meminta 
masukan-masukan membangun dari semua pihak. Meskipun demikian, 
peranan guru dalam memberikan masukan masih dianggap kurang karena 
kurangnya keterlibatan guru untuk mengikuti workshop yang berkaitan 
dengan pengendalian KTSP. Hasil pengendalian dan metode yang 
digunakan kurang bervariasi sehingga masih dibutuhkan pengembangan 
dalam pengendalian KTSP. 
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Dalam tesis tersebut juga memberi kesimpulan bahwa 
implementasi KTSP mampu meningkatkan KKM, ketercapaian kenaikan 
kelas, dan tingkat kelulusan siswa di SMA Negeri 1 Imogiri. Hasil dari 
implementasi KTSP berupa kemampuan siswa dalam mencapai KKM 
yang ditetapkan pemerintah yaitu 75 serta tingkat kenaikan dan kelulusan 
siswa yang mengalami peningkatan. Dalam implementasi KTSP di SMA 
Negeri 1 Imogiri terdapat faktor pendukung berupa tingkat pendidikan 
yang memadai, tersedianya dana, dan kerjasama antar warga sekolah. 
Sedangkan faktor yang menghambat implementasi antara lain adanya 
keterbatasan dalam kemampuan guru, kurangnya sarana dan prasarana 
sekolah, rendahnya kemauan guru untuk berubah, rendahnya dukungan 
orang tua siswa secara ekonomi dan pemantauan, serta terbatasnya waktu 
pelaksanaan KTSP (Kustanto, 2010: 152 – 153). 
Hasil penelitian diatas relevan dengan penelitian yang dilakukan 
penulis karena mengobservasi implementasi kurikulum di sekolah yang 
menjadi sasaran penelitian. Perbedaannya adalah penulis meneliti 
implementasi kurikulum Montessori di sekolah dasar. Pertanyaan yang 
diberikan kepada subjek penelitian serupa, yaitu seputar perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang berbeda adalah bahwa 
faktor pendukung ataupun penghambat dalam implementasi kurikulum di 
SD Montessori tidak diteliti. Penulis lebih menekankan pada kesulitan-
kesulitan atau kendala-kendala yang dialami subjek penelitian ketika 
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mengimplementasikan kurikulum nasional dikombinasikan dengan 
kurikulum Montessori. 
2. Kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip Montessori dengan pendidikan 
Islam di Safa Islamic Preschool Yogyakarta oleh Aprilia Rosida, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 
Penelitian tersebut mendeskripsikan proses perumusan kebijakan 
pendidikan berdasarkan prinsip Montessori dengan pendidikan Islam di 
Safa Islamic Preschool Yogyakarta. Proses perumusan kebijakan 
dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (1) penyusunan agenda kebijakan 
berdasarkan masalah yang dihadapi; (2) formulasi kebijakan dengan 
mendirikan sekolah Montessori diintegrasikan dengan pendidikan Islam; 
(3) adopsi kebijakan, menetapkan kurikulum Montessori dan pendidikan 
Islam; (4) implementasi kebijakan berdasarkan lesson plan, terdapat faktor 
pendukung berupa fasilitas dan gedung yang baik, tenaga pendidik yang 
masih muda sehingga banyak inovasi baru, faktor penghambat yang 
dialami yaitu kurangnya tenaga pendidik yang paham konsep Montessori, 
kurangnya media pembelajaran; (5) program-program untuk peserta didik 
dan orang tua peserta didik Safa Islamic School (Rosida, 2017: 745). 
Penelitian tersebut diatas relevan karena sama-sama 
mendeskripsikan implementasi kurikulum di sekolah dan mengungkap 
faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan 
kurikulum. Perbedaannya terdapat pada ciri sekolah yang menjadi objek 
penelitian. Pada penelitian Aprilia Rosida, sekolah Safa Islamic School 
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mengintegrasikan kurikulum Montessori dengan pendidikan Islam dan 
dinas, sedangkan SD Montessori mengintegrasikan kurikulum Montessori 
dengan Kurtilas. 
3. Pengembangan Modul Pembelajaran Bangun Ruang dengan Pendekatan 
Montessori untuk siswa kelas V Sekolah Dasar oleh Fawzia Aswin Hadits, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan modul 
pembelajaran bangun ruang dengan pendekatan Montessori di SDN 
Tukangan, Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 
bahwa modul bangun ruang dengan pendekatan Montessori dapat 
membuat siswa antusias dan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan 
belajar masing-masing. Modul yang dikembangakan dapat membantu 
siswa memahami materi. Hasil penelitian tersebut adalah modul 
matematika bangun dan ruang dengan pendekatan Montessori layak 
digunakan untuk pembelajaran matematika kelas V (Hadits, 2018: 418). 
Penelitian oleh Fawzia Aswin Hadits tersebut relevan karena 
mengungap kegunaan media pembelajaran Montessori dan efeknya kepada 
peserta didik. Perbedaannya adalah penelitian tersebut diatas 
mengembangkan produk dan mengujicobakannya di lapangan, sedangkan 
penelitian di SD Montessori mendeskripsikan bahwa penggunaan media 
pembelajaran sangat bermanfaat untuk pengenalan konsep serta belajar 
melalui pengalaman menggunakan benda konkrit sebelum ke abstrak. 
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4. Predominantly Black Institutions and Public Montessori School: 
Reclaiming the “Genius” in African American Children atau 
Predominantly Black Institutions (PBIs) dan sekolah umum Montessori: 
Mereklamasi “Jenius” pada anak-anak Afrika-Amerika oleh Jamilah R. 
Jor’dan 2017. 
Penelitian ini menyebutkan bahwa banyak lulusan dari berbagai 
disiplin ilmu seperti psikologi, pendidikan, dan sosiologi menyarankan 
agar siswa keturunan Afrika-Amerika perlu pendekatan yang berbeda dan 
dukungan untuk mengoptimalkan hasil pendidikan. PBIs memiliki peranan 
yang sangat penting dengan mengintegrasikan Montessori dengan program 
persiapan guru mereka. Dengan meningkatnya pendidikan Montessori, 
guru-guru yang berkualitas akan mampu memberikan keuntungan dari segi 
akademis, sosial, dan emosional. Komunitas seperti di Milwaukee dan 
Chicago sekarang mulai mengimplementasikan pendidikan Montessori 
melalui sekolah umum sebagai bagian usaha reformasi pendidikan yang 
lebih dapat diakses oleh anak-anak keturunan Afrika-Amerika (Jor’dan, 
2017: 1 – 2). 
Penelitian diatas relevan dengan penelitian penulis karena 
memaparkan implementasi pendekatan Montessori ke sekolah umum 




5. Comparison of Academic Achievement Between Montessori and 
Traditional Education Program oleh Christopher Lopata, Nancy V. 
Wallace dan Kristin V. Finn 2005. 
Penelitian ini mencoba membuktikan hipotesis bahwa dengan 
bersekolah di sekolah Montessori dapat meningkatkan pencapaian 
akademik. Hasil penelitian gagal untuk mendukung hipotesis tersebut 
karena pencapaian akademik dari 543 sample, 67%nya memperoleh nilai 
yang kurang dibandingkan dengan sekolah tradisional (Lopata, C., 
Wallace, V. N. & Finn, K. V., 2005: 5). 
Penelitian tersebut diatas relevan dengan penelitian penulis karena 
penulis juga melihat hasil pencapaian akademik dengan perolehan nilai 
UN dan melihat ranking yang diperoleh sekolah dibandingkan dengan 
sekolah lain di kecamatan yang sama. 
 
C. Alur Pikir 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Sekolah sebagai organisasi penyelenggara pendidikan memiliki tanggung 
jawab dan kewajiban untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana 
belajar yang kondusif. 
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Dengan perkembangan pendidikan yang dinamis, sekolah-sekolah 
dimungkinkan untuk mengadopsi metode pembelajaran yang berbeda dengan 
kurikulum nasional. Sekolah dapat meletakkan ciri identitas sekolah sesuai 
dengan metode pembelajaran yang disusun. Metode ini kemudian akan 
diimplementasikan kepada seluruh warga sekolah untuk dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
Implementasi pembelajaran dapat dikelola dengan baik melalui 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan 
pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dengan 
kesesuaian perencanaan dengan implementasinya di kelas. Apabila 
implementasi pembelajaran berjalan dengan sistematis maka kegiatan belajar 
mengajar dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Salah satu pembelajaran yang menggunakan metode yang berbeda 
dengan pembelajaran klasikal adalah pembelajaran dengan metode 
Montessori. Metode ini memberikan kebebasan dalam eksplorasi, dan 
kemandirian sebagai bagian dari long life learners atau pembelajar seumur 
hidup. Guru dalam Montessori bertindak sebagai fasilitator sehingga tidak 
memberikan pembelajaran secara satu arah saja melainkan mengobservasi 
siswa ketika melakukan kegiatan-kegiatan belajar dan memberikan bantuan 
















Gambar 1. Bagan Implementasi Pembelajaran dengan Metode Montessori 
 
D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan metode Montessori di SD 
Montessori? 
a. Bagaimana konsep perencanaan pembelajaran di SD Montessori? 
b. Kapan perencanaan pembelajaran dilaksanakan? 
c. Aspek apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam perencanaan 
pembelajaran? 
d. Siapa yang melakukan perencanaan pembelajaran? 
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2. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran di SD Montessori? 
a. Apakah dalam pengorganisasian pembelajaran mengikutsertakan pihak-
pihak terkait? 
b. Apakah pembelajaran disusun dengan melibatkan semua guru kelas dan 
guru mata pelajaran lain? 
c. Apakah pengorganisasian pembelajaran dengan metode Montessori 
yang dilakukan sudah berjalan dengan baik? 
3. Bagaimana kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran di 
SD Montessori? 
a. Bagaimanakah kesiapan guru dalam menyediakan pembelajaran 
selama tahun ajaran berlangsung? 
b. Apakah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 
mengacu pada RPP yang telah disusun? 
c. Apakah guru menggunakan media pembelajaran seperti yang ada di 
metode Montessori? 
4. Bagaimana evaluasi pembelajaran di SD Montessori? 
a. Apakah ada program evaluasi terhadap pembelajaran Montessori? 
b. Apakah program evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan? 
c. Apakah hasil evaluasi bermanfaat bagi guru? 
d. Apakah dengan adanya evaluasi pembelajaran mampu meningkatkan 
kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? 
5. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi pembelajaran dengan 
metode Montessori? 
